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BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA DESA
SE-KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat
(2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa tatacara
penyaluran dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah
Kabupaten Sukamara Kepada Desa se-Kabupaten Sukamara
Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2010 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2014 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG ALOKASI BAGI

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA DESA SE-
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
dan daerah kota.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat.

Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,
demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelengaraan
desentralisasidengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan
daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber
dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan
kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.

Anggaran dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan
oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat keuangan
desa, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan
Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa adalah proses dalam
pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber
pendapatan dan kekayaan desa.

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa
yang bersangkutan.

Bendaharawan Desa adalah kepala urusan keuangan desa dan atau staf
sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.
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BAB II
RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan daerah, yaitu

sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Rumus perhitungan yaitu:

a. pagu PDRD per desa = pembagian secara merata + alokasi formula

b. pembagian secara merata = pagu 60% PDRD Kabupaten
29 Desa
c. pembagian secara proporsional yaitu:

1. bobot = realisasi penerimaan PDRD per desa X 100
total realisasi penerimaan PDRD Kabupaten

2. alokasi formula = pagu 40% PDRD Kabupaten X bobot
100
Daftar penerima bagi hasil PDRD tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 3

Penyaluran Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa
dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa (RKD).

Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah disalurkan 100% ke
rekening kas desa.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan
kewenangan desa.

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam
APBDesa.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 5

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan Sekretaris
Desa atas kebenaran materi yang timbul dari penggunaan bukti.



(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

(2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana kepada Bupati melalui Camat sesuai tahapan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7
(1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan
kepada desa.
(2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan bagi hasil pajak daerah

dan retribusi daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI SUKAMARA,
ttd.
AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 4



